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PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH 
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PRUDENTL4L BANKING 

PADA PROSES PEMBUKAAN REKENING 

ABSTRAKSI 

Oleh : 

Evi Insiyati, BKU : Hukum Bisnis 

Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia 

Penelitian ini bertujm untuk mengetahui penerapan prinsip mengenal nasabah 

dalam rangka pelaksanaan prudential banking pada proses pembukaan rekening dalam 

dunia perbankan dan untuk mengetabui bagaimma dampak terhadap lembaga perbarkan 

akibat tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah dengan baik. 

Penelitian hukum ini bersifat normatif, oleh karma itu sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder yang ditinjau dari sudut mengikatnya, yaitu bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. 

Data kemudim dianaiisis secara laditatif d m  hasilnya disajikm secara deskriptif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak perbankan dalam ha1 ini PT. Bank 

BRI telah memiliki standar yaitu berupa Buku Prosedur Operasional (BPO) dengan 

tujuan untuk memberikan pedoman bagi unit kerja operasional untuk menjalankan 

tugasnya dalam rangka menerapkan prinsip mengenal nasabah yang didasari upaya untuk 

mencegah dimanfaatkannya lembaga perbankan dalam tindak pidana pencucian uang. Di 

dalam pedoman tersebut juga diatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada pihak 

perbankan yang tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah dengan baik. Bentuk 

sanksi yang diberikan antara lain sanksi administratif, sanksi denda pidana, dan sanksi 

pidana penjara. Pemberian sanksi ini dilakukan agar bank dapat menghindari dampak 

akibat tidak dilaksanakannya prinsip mengenal nasabah dengan baik sehingga terhindar 

dari risiko operasional, hukum, transaksi dm reputasi. 
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APPLICATION OF KNOW YOUR CUSTOMER 

PRUDENTIAL BANKING IN ORDER EXECUTION 

IN PROCESS OF OPENING AN ACCOUNT 

ABSTRACT 

By : Evi Insiyati 

Business Law, Indonesian Islamic University Graduate Program 

This study aims to determine the application of the principle of h o w  your 

customer in the implementation of prudent banking practices in the account opening 

process in the banking world and to know about the impact on the banking institutions 

due to not implementing the principle of know your customer well. 

This is a normative legal research, therefore the data sources used are secondary data 

from the point of tie, the primary legal materials, legal materials secondary and tertiary 

legal materials. Collecting data in this study using literature studies, studies of documents 

and interviews. The data were analyzed qualitatively and the results are presented 

descriptively. . 
The results showed that the banks in this case PT. Bank BRI has a standard that is 

in the form of Operational Procedures Book (BPO) in order to provide guidance for 

operational units to carry out their duties in order to apply the principle of know your 

customer based on efforts to prevent the use of the banking institutions in money 

laundering. Within these guidelines also set about the sanctions imposed on banks that do 

not implement the principie of know your customer well. Form of sanction is given, 

among other administrative sanctions, sanctions criminal fines and imprisonment 

sanctions. Sanction is done so that banks can avoid the impact due to implementation of 

the principle of know your customer better so that spared from operational risk, legal, 

transaction and reputation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Perkembangan kejahatan saat ini semakin meningkat dalam berbagai 

bidang terutama dari segi intensitas maupun kecanggihannya, demikian juga 

dengan ancamannya terhadap keamanan dunia pada umumnya dan bagi sebuah 

negara pada khusu snya. Akibatnya, kej ahatan tersebut dapat menghambat 

kemajuan suatu negara baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya secara 

global. 

Pada saat ini telah berkembang berbagai modus yang dilakukan oleh para 

pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak 

kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan (jinancial system) pada sistem 

perbankan, dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak 

oleh para penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang 

(money laundering). ' 
Sebagai salah satu kejahatan yang mendunia, kejahatan pencucian uang 

(money laundering) saat ini sudah berkembang sangat pesat sehingga 

memerlukan sebuah pemikiran untuk mencegah dan menanggulanginya agar 

kejahatan ini dapat diungkap dan ditanggulangi. Tidak terkecuali bagi lembaga 

perbankan yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan keuangan bagi para 

' http://www.bi. go. i d l \ v e b / i d l P e r b a n k a n / P n n s i ~ + M e i ~ g e n a l + N ~ ~ / ,  
Diakses pada tanggal 14 Januari 2010. 



nasabahnya. Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh 

dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena 

itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan 

sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. 

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai 

nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut 

dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana 

(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana 

(lack of funds), dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan 

perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor 

perekonomian. 

Sebagai salah satu en ty  bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank 

hams mengurangi resiko yang memanfaatkan lembaga perbankan sebagai sarana 

pencucian uang, dimulai dengan cara mengenal dan mengetahui identitas 

nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan 

adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (suspicious transactions) yang 

dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa 

keuangan lain.2 

Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan 

know your customer principle (KYC) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak 

saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam 

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Suatu Tinjuan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan 
Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72-73 



rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan 

jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan 

counter-party khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa 

keuangan lain hams mengenali para nasabah agar bank atau perusahaan jasa 

keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian  an^.^ 
Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang 

dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan 

perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah 

penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah yang lebih 

dikenal dengan know your customer principles (KYC) yang merupakan prinsip 

yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau 

kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan 

dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. 

Prinsip mengenal nasabah ini dapat membantu melindungi reputasi dan 

integritas sistem perbankan dalam rangka mencegah dimanfaatkannya lembaga 

perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan terutama tindak pidana 

pencucian uang. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini didasari pertimbangan 

bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential banlnng untuk melindungi 

bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah. 

Prinsip mengenal nasabah hams dimulai dari mengetahui identitas 

nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara kontinu, dan 

kemudian pelaporan kepada pihak yang benvenang yaitu Bank Indonesia yang 

Ibid 



selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali 

nasabahnya. 

Pada tanggal 18 Juni 2001, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan 

mengenai pentingnya diterapkannya oleh bank-bank tentang penerapan 

mengenali nasabah. Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang 

dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBL/2001, Lembaran Negara 2001 

Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4 107. Peraturan Bank Indonesia, 

selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang penerapan prinsip mengenal 

nasabah. Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 

3/23/PBL/200 1 tertanggal 13 Desember 200 1 tentang perubahan atas Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 3/10/PBL/2001 tentang penerapan prinsip mengenal 

nasabah. Kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

5/21/PBL/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 3/10/PBL/2001 tentang penerapan prinsip mengenal 

nasabah, serta Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/2003 tertanggal 23 

Oktober 2003 tentang prinsip mengenal nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat. 

Latar belakang Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan bank 

Indonesia (PBI) tersebut karena semakin berkembangnya kegiatan usaha 

perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai risiko, baik risiko 

operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi maupun risiko reputasi. 

Ketidakcukupan prinsip mengenal nasabah, selain dapat memperbesar risiko 



yang dihadapi bank, juga dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang 

signifikan bagi bank, baik dari sisi aktiva maupun 

Menurut PBI tersebut, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang 

diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan 

transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sehingga 

berdasarkan PBI tersebut, sebelum melakukan hubungan dengan nasabah, bank 

wajib meminta informasi mengenai : 

1. Identitas calon nasabah; 

2. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan nasabah dengan 

bank; 

3. Informasi lain untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; 

4. Identitas pihak lain dalam ha1 calon nasabah bertindak untuk dan atas nama 

pihak lain; 

Identitas calon nasabah tersebut harus dapat dibuktikan dengan dokumen 

pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung tersebut. 

Apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah 

untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung 

identitas nasabah. Dalam ha1 ini calon nasabah bertindak sebagai perantara 

danlatau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening sehingga 

bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, 

Zbid, hlm. 74 
Zbid, hlm. 75 



penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dadatau kuasa pihak 

lain." 

Dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No. 

31 10/FBIl200 1 juga meny atakan tentang larangan bagi pi hak bank untuk 

melakukan hubungan usaha dalam ha1 bank meragukan atau tidak dapat meyakini 

identitas beneficial owner, yang bertindak sebagai kuasa atau perantara pihak 

lain, maka bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon 

nasabah yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam identifikasi dan verifikasi 

nasabah terutama pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening, karena 

apabila bank meragukan identitas beneftcial owner dalam ha1 ini nasabah yang 

menggunakan jasa perbankan, maka ketentuan prinsip mengenal nasabah tidak 

dapat terlaksana. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan dan kendala yang 

hams dihadapi bagi bank umum yakni kinerja beberapa bank umum yang tidak 

melaksanakan dengan baik ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah 

terutama dalam melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah. 

Sehingga pada saat proses pembukaan rekening tersebut, pihak bank 

sedari awal dapat menentukan identifikasi pengguna jasa atau nasabah sebagai 

awal penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau nasabah yang merupakan 

instrument penting dalam pelaksanaan prudential banking dalam rangka 

penerapan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan bank dalam 

hubungannya dengan nasabahnya Maka dalam rangka memastikan kepatuhan 

' Ibid 



bank umum terhadap kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah, Bank 

Indonesia (BI) memandang perlu untuk melakukan penilaian atas penerapan 

prinsip mengenal nasabah serta mengenakan sanksi atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh bank umum. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk 

memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dalam 

rangka pelaksanaan prudential banking pada proses pembukaan rekening serta 

bagaimana dampaknya terhadap lembaga perbankaan akibat tidak 

dilaksanakannya prinsip mengenal nasabah dengan baik. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah sebagaimana I 

dikemukakan diatas, maka timbul permasalahan pokok yang dapat dirumuskan 

sebagai titik fokus pembahasan dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut 

ialah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan 

prudential bankrng pada proses pembukaan rekening ? 

2. Bagaimana dampak terhadap lembaga perbankan akibat tidak 

dilaksanakannya prinsip mengenal nasabah dengan baik ? 

C. Tujuan penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka pada 

hakekatnya penelitian ini bertujuan untuk : 



1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam 

rangka pelaksanaanprudential bunking pada proses pembukaan rekening. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap lembaga perbankan akibat 

tidak dilaksanakannya prinsip mengenal nasabah dengan baik. 

D. Manfaat penelitian 

Seiring dengan tujuan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, hasil 

penelitian ini juga diharapkan berguna untuk : 

1. Pengembangan keilmuan dalam bidang hukum perbankan pada khususnya 

terutama dalam bidang prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan 

prudential bunking. 

2. Melalui penerapan prinsip mengenal nasabah yang baik serta dengan 

identifikasi nasabah yang benar terutama pada saat pembukaan rekening I 

diharapakan marnpu sebagai implementasi dari prinsip prudential banking 

dalam dunia perbankan sehingga dapat meminimalisir resiko lembaga 

perbankan yang dapat dimanfaatkan sebagai alat kejahatan sehingga dapat 

dideteksi sedini mungkin seperti kemungkinan terjadinya tindak pidana 

pencucian uang (money laundering). 

E. Kerangka teoritis 

Bank sebagai lembaga keuangan menduduki posisi yang sangat strategis 

dalam kehidupan perekonomian masyarakat dan berperan penting dalam 

perekonomian nasional. Lembaga perbankan merupukan inti dari sistem 

keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi 

tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha 



milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana 

yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, 

bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem 

pembayaran bagi semua sektor perekonomian.8 

Berkaitan dengan pengertian bank, dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merumuskan bahwa : 

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
danlatau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak." 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah : 

"Usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di 
masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan 
peredaran uang." 

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga kita temui dalam 

kamus istilah hukum, Fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank adalah: lo 

"Suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam 
menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung 
dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, 
maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya 
secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga. " 

Pro$ G. M Verryn Stuart dalam bukunya Bank PoIitik berpendapat : 

"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, 
baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang 
diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat 
penukar baru berupa uang giral." 

* Hermansyah, Hukum Perbankan Na.szona1 Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 7 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 

Balai Pustaka, Jakarta, 200 1 
10 Hermansyak Op. Czt, hlin. 8 
I '  Ibid 



Sehingga berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 

pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 12 

Bank mempunyai kaitan erat dengan pengembangan dunia usaha serta pasar 

uang dan pasar modal dalam arti luas. Aktivitas bank dilakukan melalui aktivitas 

pokoknya dalam menarik dana masyarakat dam memberikan kredit maupun 

melalui aktivitasnya memperdagangkan surat-surat berharga dan jasa-jasa dalam 

pasar uang dan pasar modal. l3 

Fungsi pokok bank adalah menyalurkan tabungan menjadi investasi dengan 

cara menempatkan dirinya diantara penabung dan investor. Selain mempunyai 

tugas pokok tersebut, bank juga mernpunyai .fungi yang lain yaitu : 

1. Fungsi menghimpun dana. 

2. Fungsi pemberian kredit. 

3 .  Fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 

4. Fungsi sebagai media kebijaksanaan moneter. 

5. Fungsi sebagai penyedia informasi. 

6. Fungsi pemberian konsultasi. 

7. Fungsi bantuan penyelenggaraan administratif 

Lembaga perbankan dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan 

I2lbid 
l 3  Nindyo Pramono, Bank Sebagai Lembnga Kepercayaan Masyarakat, Bahan Kulial~ 

Hukum Perbankan I, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 6 



dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang. 

menyebutkan bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sehingga dalam 

ha1 ini, prinsip kehati-hatian (prudential banking) adalah suatu asas atau prinsip 

yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan hngsi dan kegiatannya wajib 

bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi nasabah yang dipercayakan 

kepadanya. l4 

Mengenai prinsip kehati-hatian (prudential banking) sendiri dalam 

peraturan perundangan tidak diterangkan secara eksplisit mengenai arti atau 

definisinya, peraturan perundangan hanya menyebutkan istilah dan menguraikan 

sedikit tentang ruang lingkupnya seperti pada ketentuan Pasal29 ayat 2 Undang- 

Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut : 

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 
kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 
solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan denga usaha bank, dan wajib 
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian." 

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan 

apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati- 

hatian. Ini mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang 

dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya hams senantiasa berdasarkan 

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. ' 

14 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Grameda Pustaka 
Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236 



Pengaturan mengenai prudential banking juga dapat ditemui dalam Bab VI 

Pasal25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai 

berikut : 

( 1 )  Dalam rangka meiaksanakan tugas mengurus bank, Bank Indonesia 
benvenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip 
kehati-hatian. 

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan 
dengan peraturan Bank Indonesia. 

Berkaitan daiam menjalankan berbagai kegiatan usahanya, iembaga 

perbankan sangat berpotensi menghadapi berbagai risiko seperti risiko 

operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. 

Mengingat ha1 tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel 

Committee on Banking Supervision dalam Core Principles for EfSective Banking 

Supervision bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang 

penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan prinsip 

mengenal nasabah secara lebih efektif. Disamping itu, sebagaimana dikemukakan 

oleh The Financial Action Task Force on Money Laundering, prinsip mengenal 

nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan 

sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan terutama tindak pidana pencucian 

uang (money laundering). 

Berdasarkan hal-ha1 tersebut diatas dan mengingat bahwa prinsip mengenal 

nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian 

risiko bank maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai prinsip 

engenal nasabah di Indonesia. Sehingga untuk mengurangi risiko usaha tersebut, 



bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau yang dikenal dengan 

prudential banking dan sebagai salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati- 

hatian tersebut adalah dengan diterapkannya prinsip mengenal nasabah sehingga 

berdasarkan ha1 tersebut di atas maka perlu diatur ketentuan tentang penerapan 

prinsip mengenal nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia (PBI). 

Oleh karena itu Bank Indonesia pada awalnya mengeluarkan Peraturan 

Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah 

(know your customer principles) mengandung pengertian prinsip mengenal 

nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas 

nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi 

yang mencurigakan dan yang termasuk dalam transaksi mencurigakan ini 

berdasarkan Pasal 1 ayat 5 PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua PBI 

No. 3/10/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah adalah transaksi 

keuangan yang menyimpang dari profil. Karakteristik atau kebiasaan pola 

transaksi dari nasabah yang bersangkutan dan transaksi keuangan oleh nasabah 

yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan 

transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 

perubahan atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana 

pencucian uang, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, 



membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan 

yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan 

maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 

sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan menurut 

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang 

merupakan kegiatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 

atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) 

undang-undang tersebut. 

Untuk melindungi kepentingan perbankan dan dalam ha1 penegakan 

prudential ystem, maka bank hams melaksanakan kewajiban untuk menerapkan 

prinsip mengenal nasabah pada bank sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan 

Pasal 1 dan Pasal 2 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal 

nasabah (know your customer principles) yang menyatakan bahwa bank wajib 

menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) dan 

dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, bank wajib : 

a) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah. 

b) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah. 



c) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan 

transaksi nasabah. 

d) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan 

penerapan prinsip mengenal nasabah. 

Dalam kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah dan sebelum 

melakukan melakukan hubungan usaha dengan nasabah, dalam Pasal 4 ayat 1 

PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (know your 

customer principles), bank wajib meminta informasi mengenai : 

a). Identitas calon nasabah; 

b). Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah 

dengan bank; 

c). Informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil calon 

nasabah; dan 

d). Identitas pihak lain, dalam ha1 calon nasabah bertindak untuk dan atas nama 

pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal6. 

Identitas calon nasabah sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) hams 

dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung dan bank 

wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah tersebut, 

dan apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah 



untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen dan yang 

berkaitan dengan profil calon nasabah. 

Berkaitan dengan dokumen pendukung tersebut, yang disebut sebagai 

dokumen pendukung terdiri dari : l5 

A. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari: 

1) Identitas Nasabah yang memuat: 

a) Nama; 

b) Alamat tinggal tetap; 

c) Tempat dan tanggal lahir; 

d) Kewarganegaraan; 

2) Keterangan mengenai pekerjaan; 

3) Spesimen tanda tangan; dan 

4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana; 

B. Nasabah perusahaan: 

1) Perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a) Akte pendirianlanggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi benvenang; 

c) Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang 

ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama 

perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank; 

l 5  Pasal5 PBI No. 3/10/PBU2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 
Customer Principles) 



d) Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana; 

2) Perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri 

dari: 

a) Akte pendiriadanggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang; 

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan 

untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d) Laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha 

perusahaan; 

e) Struktur manaj emen perusahaan; 

f) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan; 

g) Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang 

ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama 

perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank; 

h) Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana. 

C. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan penvakilan 

negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan 

surat penunjukan bagi pihak-pihak yang benvenang mewakili lembaga dalam 

melakukan hubungan usaha dengan bank; 

D. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam 

melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain: 

1) Akte pendiriadanggaran dasar bank; 



2) Izin usaha dari instansi yang benvenang; 

3) Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang 

ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank 

dalam melakukan hubung an usaha dengan Bank. 

Selain itu, bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya 

meliputi informasi mengenai : l6 

a. Pekerjaan atau bidang usaha; 

b. Jumlah penghasilan; 

c. Rekening lain yang dimiliki; 

d. Aktivitas transaksi normal; dan 

e. Tujuan pembukaan rekening. 

Berdasarkan ketentuan tentang prinsip mengenal nasabah yang terdapat 

dalam Pasal 7 PBI No. 5/21/PBT/2003 tentang perubahan kedua PBI No. 

3/10/2001 menyebutkan sebagai berikut : l7  

(1). Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak 

melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang : 

a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

Pasal5 dan Pasal6; 

l6 Pasal 10 PBI No. 512 lPBV2003 tentang Perubahan Kedua PBI No. 3/10/2001 tentang 
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 

l7 Pasal 7 PBI No. 5/21/PBV2003 tentang Perubahan Kedua PBI No. 3/10/2001 tentang 
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 



b. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi 

yang tidak benar; 

c. Berbentuk shell banks atau dengan bank yang mengizinkan 

rekeningnya digunakan oleh shell banks. 

(2). Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri 

hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi Nasabah (existing 

customers) dalam hal: 

a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi; 

b. penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening; 

Bank juga wajib menolak membuka rekening d a d  menolak melaksanakan 

transaksi dengan calon nasabah yang diketahui menggunakan identitaslinformasi 
I 

tidak benar.Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi d a d  mengakhirj 

hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi nasabah d a d  memberikan 

informasi yang tidak benar serta menggunakan rekening tidak sesuai dengan tujuan 

pembukaan rekening. l8 

Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, kemudian dalam 

menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai Pasal2 PBI No. 311 OIPBU2001, bank 

wajib : 

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah; 

2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah; 

--- 

l8 Yunus Husein, Politik, Krisis dan Pei?cuciait Uang, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 
2009, hlm. 291 



3.  Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan 

transaksi nasabah; 

4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan 

dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah 

mencakup nasabah bank biasa vace to face customer) maupun nasabah bank 

tanpa kehadiran fisik (non face to face customer) seperti nasabah yang 

melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat dan elektronik banking. 

Pertemuan bank dengan nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau 

pihak lain yang mewakili bank untuk meyakinkan bank terhadap identitas 

nasabah. l9 

Berdasarkan Pasal 9 PBI No. 5/21/PBU2003 tentang perubahan kedua PBI 

No. 31 10/200 1 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah, bank waj ib 
. . 

menerapkan prinsip mengenal nasabah dan memiliki sistem informasi yang dapat 

mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara 

efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank. Bank 

juga wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah 

bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan. 

Pasal 17 PBI No. 5/21/PBU2003 tentang perubahan kedua PBI No. 

3/10/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah menyatakan bahwa bank 

wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah terhadap nasabah yang tidak 

l9  Erman Rajagukguk, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Peraturan 
Perundang-Undangan, Fakultas Hukum UI, Lembaga Studi Hukum dan Ekonorni, Cetakan Pertana, 
Jakarta, 2004, hlm. 142 



memiliki rekening di bank dalam ha1 nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu. 

Bank Indonesia (BI) juga memberikan sanksi kepada lembaga perbankan 

yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah. Sebagaimana yang disebutkan 

dalam Pasal 18 PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua PBI No. 

311 012001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu : 

(1). Bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) . 
per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta 

rupiah). 

(la). Bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) 

(2). Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 

3, Pasal4 ayat (I), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (I), Pasal 8, Pasal 



9, Pasal 10, Pasal 1 1, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan 

huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998." 

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pemerintah telah cukup 

mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan hukum di bidang 

perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis 

sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip 

kehati-hatian (prudential regulation) sudah sangat memadai. Namun demikian 

kelengkapan peraturan terutarna menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup 
I 

untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala 

permasalahan. 

Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan merupakan 

faktor yang penting dalam melindungi lembaga perbankan dari kemungkinan 

terjadinya kejahatan dengan memanfaatkan lembaga perbankan. Hal ini 

dikarenakan dengan melaksanakan prinsip ini, berarti bank telah menerapkan 

prudential bankrng principle (prinsip kehati-hatian), dengan demikian bank akan 

terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu 

sendiri sehingga prinsip kehati-hatian merupakan ha1 yang penting guna 

mewujudkan sistem perbankan yang sehat, h a t  dan kokoh. 



F. Metode penelitian 

1. Tipe penelitian 

Penyusunan tesis merupakan kegiatan ilmiah yang antara lain 

berdasarkan suatu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan penelitian 

empiris atau sosiologis adalah penelitian terhadap data primer di lapangan atau 

terhadap masyarakat. Dalam penelitian dibedakan antara data yang pertama 

dsebut data primer dan data kedua yang disebut data sek~nder.~' 

Dalam tesis ini, penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian 

hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- 

bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan ketentuan hukum 

yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan . 
lembaga perbankan dalam ha1 ini dalam rangka meneliti kaidah-kaidah serta 

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang akan 

diteliti yaitu : 

"Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan prudential 

banking pada proses pembukaan rekening". 

2. Bahan hukum 

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat 

normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang 

ditinjau dari sudut mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah: 
/ 

20 Soe jono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3,  Press UI, Jakarta, 1989, hlm.53 



a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan penmdang-undangan yaitu: 

1). Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan. 

2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2004 tentang Bank Indonesia. 

3). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang. 

4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

5). Peraturan-Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penerapan 

prinsip mengenal nasabah (know your customerprincples) 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan 

hukum primer, terdiri dari buku-buku teks, makalah-makalah dan hasil 

penelitian yang ada kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah dalam 

rangka pelaksanaanprudentzal bankmg. 

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang, 

memberi petunjuk dan penjelasan bahan-bahan hukum primer dan bahan- 

bahan hukum sekunder yang terdiri dari : 

1). Kamus Besar Bahasa Indonesia 



2). Buku kumpulan istilah dalam perbankan 

3). Artikel-artikel, bahan kuliah, dan laporan-laporan dari media massa 

(surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya). 

3. Narasumber 

Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan 

prudential banking pada proses pembukaan rekening yang penulis teliti 

adalah berkaitan dengan lembaga perbankan, oleh karena itu narasumber 

dalam penelitian ini adalah dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan obyek 

penelitian antara lain praktisi perbankan yang bersangkutan di dalamnya yaitu 

Kepala Unit BIU Brontokusuman dan Unit Kontrol Intern Cabang (KIC) 

Bank BPD DIY. 

Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian tersebut . 

maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan arah pada kesimpulan 

yang dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut. 

4. Lokasi penelitian 

a. Bank Indonesia (BI). 

b. Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

c. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY. 

5. Alat pengumpulan data 

Penelitian ini lebih menggunakan data yang barupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk memperoleh 

data yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena 



itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) alat 

pengumpul data yaitu : 

a. Studi kepustakaan : Serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan 

jalan membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan, dan 

dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa 

peraturan, konvensi, serta literatur yang ada relevansinya dengan 

permasalahan yang dikemukakan. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut 

kemudian dianalisis secara sistematis sebagai intisari hasil pengkajian 

studi dokumen serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan 

yang bersifat teoritis dari permasalahan yang ada sekaligus untuk 

kepentingan analisis. 

b. Wawancara : Pengumpulan data atau pencarian data dilakukan dengan 

cara mengadakan wawancara secara langsung dengan para pemberi 

informasi. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang 

sifatnya memberikan penjelasan atau penegasan dari data yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan, sehingga wawancara dalam penelitian ini 

bukan merupakan metode pengumpul data yang pokok, hanya sebagai 

tambahan yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari studi pustaka dan 

referensi yang berkaitan dan mendukung dalam penulisan tesis ini. Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit BRI 
/ 

Brontokusuman dan Unit Kontrol Intern Cabang (KIC) Bank BPD DIY. 



c. Studi dokumen : Pengumpulan data dalam penelitian ini dilahkan 

dengan cara pengumpulan dan mempelajari serta menelaah dokumen- 

dokumen hukum yang berupa peraturan-peraturan Bank Indonesia serta 

bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

6. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis 

yakni bahwa penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada nonna-nonna 

atau kaidah-kaidah h u h m  yang berlaku di Indonesia dengan cara menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah 

hukum yang sedang ditangani. 

7. Analisis data 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa I 

data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, 

bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tertier serta didukung 

dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan penalaran secara desknptif 

kualitatif, yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas data yang 

ada. Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas 

sebagai suatu bahan yang komprehensif, dalam rangka pengungkapan 

bahasan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga akan menghasilkan 

analisis data yang deskriptif analisis. 

G. Sistematika penulisan 
/ 

Adapun kajian dalam tesis ini penulis susun dalam IV Bab dengan 

perincian sebagai berikut : 



BAB I. Pendahuluan. 

Dalam bab ini penulis mengungkapkan segala permasalahan yang 

melatarbelakangi munculnya penelitian ini, yang tertuang dalam sub bahasan 

latar belakang masalah, selanjutnya penulis merumuskan apa yang menjadi 

pokok kajian dalam penelitian ini disertai dengan tujuan dan manfaat 

penelitian tersebut. 

Untuk lebih mengembangkan teori yang ada, penulis mencoba 

menuangkannya dalam kerangka teori. Untuk mengetahui bagaimana penulis 

melakukan penelitian maka dijelaskan pula bagaimana metode penelitiannya 

dan selanjutnya dibuatlah sistematika penulisannya. 

BAB 11. Menguraikan tentang kebijakan dan prosedur penerimaan serta 

identifikasi dan verifikasi nasabah pada lembaga perbankan pada saat - 
pembukaan rekening dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah 

termasuk di dalamnya membahas pengertian prinsip mengenal nasabah, dan 

ketentuan mengenai prudential banking. Dalam bab ini juga terdiri dari sub 

bab yang menguraikan mengenai apa saja produk-produk perbankan beserta 

proses pembukaan rekeningnya pada sebuah bank, juga bagaimana sebuah 

bank mempunyai kebijakan dalam menerima maupun menolak permohonan 

pembukaan rekening oleh calon nasabah. 

Dalam bab ini juga menjelaskan tentang bagaimana prosedur lernbaga 

perbankan dalam menyetujui penerimaan calon nasabah yang dinggap layak 

dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 



BAB LU. Menguraikan bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah 

dalam rangka pelaksanaan prudential banking pada proses pembukaan 

rekening. Bab ini juga membahas tentang bagaimana dampaknya bagi 

lembaga perbankan akibat tidak dilaksanakannya prinsip mengenal nasabah 

dengan baik. 

Dalam bab ini penulis juga menguraikan tentang penerapan prinsip 

mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan prudential banking pada proses 

pembukaan rekening pada lembaga perbankan yang diambil oleh penulis 

sebagai lokasi penelitian. 

BAB TV. Penutup. 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang penulis 

lakukan serta berisi tentang jawaban dari permasalahan yang penulis angkat 

dalam tesis ini. 

Bab ini juga berisikan saran-saran yang penulis coba ungkapkan demi 

pelaksanaan yang lebih baik lagi dalam menerapkan prinsip mengenal 

nasabah dalam rangka pelaksanaan prudential banking terutama pada proses 

pembukaan rekening sebagai upaya meminimalisir upaya pemanfaatan 

lembaga perbankan sebagai sarana kejahatan khususnya tindak pidana 

pencucian uang (money laundering). 
/ 



BAB II 

PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA PEMBUKAAN REKENING 

SEBAGAI PELAKSANAAN PRUDENTIAL BANKING SERTA DAMPAK 

TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN 

PRINSIP MENGENAL NASABAH DENGAN BAJK 

A. Prinsip mengenal nasabah 

1. Pengertian prinsip mengenal nasabah 

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk 

mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi 

nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. 

Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi baik nasabah bank biasa vace- 

to-face cutomer) , maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik (non-face-to- 

face cutomer), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat 

menyurat, dan electronic banking.21 

Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer) ini didasari 

dengan pertimbangan bahwa KYC berperan penting dalam rangka 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang sehingga dapat mengurangi resiko 

dalam dunia perbankan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal 

dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil 

nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan 

21 Munir Fuady, SH, SH, LLM, Hukum Perbankat? ~Wodern, Penerbit Citra Aditya Bakti , 
Bandung, 2004, hlm. 209. 



(suspicious transaction) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa 

bank atau perusahaan jasa keuangan lain. 

Pengertian money laundering dalam Bahasa Indonesia sendiri sering juga 

diterjemahkan dengan istilah "pemutihan uang" atau "pencucian uang". Uang 

yang diputihkan atau dicuci tersebut umumnya berasal dari hasil tindak pidana 

yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : 

1. Kompsi; 

2. Penyuapan; 

3. Narkotika; 

4. Psikotropika; 

5. Penyelundupan tenaga kerja; 

6. Penyelundupan migran; 

7. Di bidang perbankan; 

8. Di bidang pasar modal; 

9. Di bidang perasuransian; 

10. Kepabeanan; 

1 1. Cukai; 

12. Perdagangan orang; 

13. Perdagangan senjata gelap; 

14. Terorisme; 

1 5. Penculikan; 

1 6 .  Pencurian; 

17. Penggelapan; 



1 8. Penipuan; 

19. Pemalsuan uang; 

20. Pe rjudian; 

2 1. Prostitusi; 

22. Di bidang perpajakan; 

23. Di bidang kehutanan; 

24. Di bidang lingkungan hidup; 

25. Di bidang kelautan dan perikanan; atau 

26.Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau 

lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau 

di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana 

tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum ~ n d o n e s i a . ~ ~  

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan upaya pengawasan atas tindak 

pidana pencucian uang, bank menerapkan program prinsip mengenal nasabah 

atau know your customer (KYC). Untuk memberikan kepastian dalam 

pelaksanaan prinsip KYC, setiap bank seyogyanya memiliki kebijakan dan 

prosedur yang mengatur mengenai pelaksanaan KYC. Kebijakan berisi prinsip- 

prinsip dasar pemahaman KYC sedangkan prosedur memberikan pedoman 

pelaksanaan secara mendalam mengenai KYC yang berguna bagi petugas 

pelaksana di setiap cabang yang berhubungan langsung dengan nasabah. 

22 Pasal 2 ayat (l),  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 



Bank Indonesia selaku institusi pengawasan perbankan di Indonesia telah 

menetapkan peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 diubah dengan PBI 

No. 3/23/PBU2001 diubah dengan PBI No.512 1/PBU2003 tertanggal23 Oktober 

2003 mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai bagian upaya 

hukum yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah 

digunakannya perbankan nasional sebagai media kegiatan pencucian uang. 

Peraturan ini sejalan dengan rekomendasi internasional seperti komite 

basel untuk pengawasan perbankan (The Basel Committee on Banking 

Supervision) dan FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering;) 

suatu badan khusus yang dibentuk oleh kelompok tujuh negara ((37) untuk 

memerangi kejahatan pencucian uang.23 

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan di banyak negara 

untuk mencegah terjadinya kejahatan money laundering. Karena itu dalam 

rangka ikut menanggulangi adanya kej ahatan money laundering ini bank sentral 

di Indonesia (Bank Indonesia) telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia 

Nomor 311 0/PBI/200 1 tanggal 18 Juni 200 1, yang berlaku hanya untuk : 

1. Nasabah yang mempunyai rekening di bank tersebut; 

2. Nasabah yang tidak mempunyai rekening tetapi transaksinya melebihi Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah); 

Menurut Pasal I FBI No. 3110/PBU2001 tentang penerapan prinsip 

mengenal nasabah bahwa prinsip mengenal nasabah atau untuk selanjutnya 

disingkat KYCP diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank untuk 

23 Yunus Husein, "Penerapan Prinsip Mengerzal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka 
Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang", dalarn Jurnal Hukum Bisnis Vol. 16, (November 
200 I), hlrn. 30 



mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi 

nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat : 

1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa; 

2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dadatau mata uang 

asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah); 

3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana 

pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau 

4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna 

jasa. 

Sehingga prinsip mengenali pengguna jasa sekurang-kurangnya m e m ~ a t : ~ ~  

1. Identifikasi pengguna jasa; 

2. Verifikasi pengguna jasa; dan 

3. Pemantauan transaksi pengguna jasa. 

Kewajiban pengguna jasa pada awal melakukan transaksi dengan pihak 

bank atau pihak pelapor sebagai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah juga 

diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai 

berikut : 

24 Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan clan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 



(1) Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib 

memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak 

pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan 

tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor 

dan melampirkan dokumen pendukungnya. 

(2) Dalam ha1 transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai 

identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pinsip mengenal nasabah 

(KYCP) merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk 

menanggulangi kegiatan pencucian uang yang banyak dilakukan melalui 

perbankan. Prinsip mengenal nasabah yang tidak dilaksanakan dengan baik akan 

mengakibatkan bank-bank hams berhadapan dengan resiko perbankan yang 

terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank yang 

bersangkutan, yaitu resiko reputasi, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko 

k~nsentrasi.~' 

Resiko reputasi berhubungan dengan hal-ha1 yang berpotensi 

mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap praktek-praktek yang dijalankan 

oleh suatu bank yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap integritas bank yang bersangkutan karena bank sangat 

25 Customer Due Diligence for Banks, Basel Committee Publications, No. 77, page 7 



rentan terhadap resiko reputasi karena merupakan target atau sarana utama bagi 

aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh nasabahnya. 

Resiko operasional merupakan resiko kerugian yang secara langsung atau 

tidak langsung bersumber dari internal atau eksternal bank. Dalam konteks 

prinsip mengenal nasabah, resiko ini berhubungan dengan penerapan 

operasional perbankan, pengawasan internal, dan due dilligence yang kurang 

memadai. 

Resiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target 

pengenaan sanksi karena tidak mematuhi standar KYC dan gaga1 melaksanakan 

due diligence yang diperlakukan terhadap nasabah. Dalam ha1 ini bank dapat 

dikenakan denda atau sanksi lainnya oleh otoritas pengawas bank atau bahkan 

dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang benvajib. Penyelesaian 

masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan implikasi biaya yang sangat 

besar bagi bank sehingga mempengaruhi bisnis perbankan yang b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~  

Resiko konsentrasi terkait dengan sisi aktiva dan pasiva bank. 

sebagaimana diketahui dalam praktik pengawasan, pengawas bank tidak hanya 

berkepentingan dengan sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi 

kredit yang dijalankan oleh bank, tetapi juga penerapan prinsip kehati-hatian 

oleh bank (prudential regulation) bank dalam menyalurkan kredit terhadap 

seseorang atau grup kreditur. Tanpa mengenal identitas nasabah secara pasti dan 

memahami hubungan antara nasabah yang satu dengan lainnya, bank akan 

mengalami kesulitan untuk mengatasi resiko konsentrasi dimaksud. Sementara 

26 Yunus Husein, Penerapan Prinsip Mengenal Afasabah oleh Bank dalam Rangka 
Penanggulangan Kejahatan Money Laundering, Jumal Hukum Bisnis Volume 16, November 2001, 
Yayasail Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 200 1, hlm. 3 2 



itu di sisi pasiva resiko konsentrasi berhubungan dengan resiko dana khususnya 

dalam ha1 terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah besar oleh nasabah 

yang berakibat pada likuiditas bank yang bersangkutan. Untuk itu bank perlu 

melakukan analisa terhadap adanya konsentrasi simpanan, memahami 

karakteristik simapanan termasuk identitas deposan dan hal-ha1 apa saja yang 

dapat menghubungkan deposan dengan simpanan deposan lainnya. 

Tujuan prinsip mengenal nasabah 

Tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah terutama adalah untuk 

melindungi reputasi bank dan juga dapat memfasilitasi kepatuhan bank terhadap 

ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati- 

hatian dalam praktek perbankan yang sehat, maka pada saat bank menarik 

nasabah agar menggunakan jasa bank yang bersangkutan diharapkan setiap 

transaksi yang dijalankan oleh nasabah tidak bertentangan dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Penerapan prinsip KYC di dunia perbankan adalah agar bank dapat 

mendeteksi secara dini adanya indikasi kegiatan transaksi yang melanggar 

hukum (ilegal) dari nasabahnya, sehingga bank dapat dilindungi dari sasaran 

kejahatan kerah putih termasuk kegiatan pencucian uang. 

Prinsip KYC juga dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh 

nasabah untuk melakukan kegiatan-kagiatan illegal atau dij adi kan sasaran 

kejahatan. Diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap 

nasabah serta aktivitasltransaksi yang dijalankan oleh nasabah, sejak awal terjadi 



hubungan antara bank dan nasabahnya bank dapat mencegah terjadinya 

transaksi-transaksi melalui perbankan yang bersifat 

3. Peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah 

Sehubungan dengan penegakan hukum mengenai tindak pidana pencucian 

uang (money laundering) beberapa peraturan telah dibuat terutama yang 

mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah (KYC) sebagai awal pencegahan 

dipergunakannya lembaga perbankan sebagai sarana melakukan tindak pidana 

pencucian uang (money laundering). Peraturan tersebut barasal dari antara lain : 

A. Rekomendasi internasional 

1). 25 Core Principles for EfSective Banking Supervision, BIS (Bank 

International Settlement), September 1997 yang menggariskan bahwa bank 

hams menerapkan KYC untuk mencegah dipergunakannya bank sebagai 

sarana dan atau sasaran money laundering. 

2). Publications dari Base1 Committee on Bankrng Supervision, BIS (Bank 

International Settlement), tentang Customer Due Dilligence for Banks, 

Oktober 2001, pada prinsipnya mewajibkan agar Bank menerapkan prinsip 

mengenal nasabah dalam kegiatan usahanya, meliputi kebijakan 

penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan transaksi nasabah, 

dan manajemen resiko. 

3). FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) 

Recommendation on Money Laundering tahun 1996 yang kemudian 

disempurnakan pada bulan Juni 2003 antara lain mewajibkan lembaga 

27 Small Richard, The External Threat-Know Your Customer, The 3nd International Financial 
Fraud Convention, 1998, Page 59 



keuangan untuk melakukan customer due dillegence dan record keeping, 

menolak untuk melakukan hubungan koresponden dengan shell banks, 

melaporkan koresponden keuangan yang mencurigakan (Suspicious 

Transaction Report/STR). Rekomendasi FATF juga mewajibkan setiap 

negara agar lembaga keuangan di negara yang bersangkutan diatur dan 

diawasi secara memadai, menerapkan rekomendasi FATF secara efektif. 

B. Peraturan Bank Indonesia mengenai prinsip mengenal nasabah; 

Pada tanggal 18 Juni 2001 BI mengeluarkan peraturan mengenai 

pentingnya penerapan KYC. Peraturan tersebut tertuang dalam PBI Np. 

3/10/PBI/200 1 Lembaran Negara 200 1 No. 78, Tambahan Lembaran Negara 

No. 4017. Peraturan BI selanjutnya disebut PBI mengatur tentang penerapan 

prinsip mengenal nasabah (KYCP). 

Peraturan ini kemudian dirubah dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 tertanggal 

13 Desember 2001 (Lembaran Negara 2001 No. 15 1, Tambahan Lembaran 

Negara No. 4160) Bersamaan dengan perubahan peraturan Bank Indonesia 

tersebut, dikeluarkan pula Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPlVP perihal 

Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 

Pada tanggal 17 Oktober 2003, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan 

Bank Indonesia No. 5/21/PBI/200 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 

3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYCP) lembaran 

negara RI tahun 2003 Nomor 1 11 DPNP. 

Pada tanggal 23 Oktober 2003 BI juga mengeluarkan PBI Nomor : 

5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYCP) bagi BPR 




















































































































































































































































